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MOTTO :

“Hukum adalah seperti jaring laba-laba yang akan menangkap lalat
dan membiarkan burung elang terbang bebas" *)

(Pepatah Spanyol)

*) Intisari, No. XVIl Desember 1899
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RINGKASAN

Tindak Pidana Perjudian diatur dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP.
Pasal 303 bis sendiri sejarahnya adalah berasal dari Undang-Undang
No.7 Tahun 1974 Tentang Pemberantasan Perjudian. Sebuah perkara
perjudian yang terjadi di Sragen, diajukan ke Pengadilan Negeri Sragen,
dengan menggunakan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.
Padahal dalam pasal 205 KUHAP diatur bahwa perkara yang bisa
disjukan ke pengadilan dengan menggunakan, acara pemeriksaan ini
adalah perkara yang ancaman pidananya maksimal 3 bulan dan denda Rp
7.500,00. Hal ini terjadi karena kekeliruan Pamapta Polres Sragen dalam
menganalisa suatu perkara kemudian mengajukannya ke pengadilan.
Apabila menggunakan pasal 205 KUHAP, maka akan memberikan
kewenangan bagi penyidik untuk melakukan penuntutan. Padahal
menurut KUHAP, yang berwenang melakukan penuntutan adalah Jaksa.
Karena ketidak telitian hakim dalam memeriksa perkara tersebut maka
akhirnya dijatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa dengan hukuman
percobaan. Yakni pidana kurungan selama 2 minggu dan denda sebesar
Rp. 2.500,00, seperti tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Sragen
No.35/Pid. R/1996/PN.Srg. Padahal menurut pasal 303 bis terdakwa bisa
dipidana penjara selama 4 tahun dan denda sepuluh juta rupiah. Putusan
Pengadilan Negeri Sragen terssbut akhimya dibatalkan oleh Mahkamah
Agung, dengan putusan MA RI No. 879 K/Pid/1996. Yang pada infinya
mengembalikan perkara perjudian tersebul, ke Polres Sragen untuk
diperiksa ulang, dengan menggunakan Acara Pemeriksaan Biasa.
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Meskipun perkara tersebut diajukan ke pengadilan dalam kerangka
Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, akan tetapi untuk melakukan
upaya hukum kasasi maka yang berwenang adalah Jaksa penuntut
umum. Ketentuan dalam pasal 205 KUHAP, telah merubah dan
menjadikan Pamapta Polres Sragen sebagai aparat penuntut umum. Tapi
hal tersebut tidak menghilangkan hak dan wewenang jaksa sebagai
aparat penuntut umum yang sebenarnya, untuk melakukan upaya hukum
kasasi.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik
Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechstaat). Dan
sebagai sebuah negara hukum negara hukum, Indonesia menganut sistem
kedaulatan hukum, dimana hukum mempunyai kekuatan tertinggi di dalam
negara. (Waluyo,2000:33).

Sebagai negara hukum maka negara harus selalu menjunjung
tinggi hak asasi manusia. Dan selalu menjamin setlap warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib
menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.
Diakui atau tidak dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, masih terdapat
ketimpangan-ketimpangan. Dalam perundang-undangan, pasal-pasal yang
ada diinterpretasikan atau ditafsirkan secara berbeda dari satu orang ke
orang yang lain. Bahkan tidak jarang undang-undang yang dibuat saling
tumpang tindih satu sama lain. Begitu juga dengan aparat
pelaksananya.Masih lemahnya pemahaman terhadap peraturan
perundang-undangan ditambah lagi dengan lemahnya idealisme dan
mental aparat penegak hukum kita berakibat juga pada proses penegakan
hukum di Indonesia ini

Kelemahan dalam penegakan hukum ini merupakan suatu hal yang
harus diperbaiki. Pemahaman-pemahaman yang salah tentang hukum
harus diluruskan.Hukum tidak sesederhana yang dilihat ataupun
dirasakan. Akan {etapi hukum adalah suatu proses. Dalam penegakan
hukum ada suatu proses yang harus dilewati Ada suatu adagium yang
menyebutkan “Tegakkanlah keadilan walaupun sampai langit runtuh”,
Kalau kita berpegang pada adagium itu, maka kita harus melewati alur
yang harus dilalui dalam penegakan hukum itu.Dalam konsepsi hukum
pidana sendir ada suatu pembagian antara hukum formil dan hukum
materiil.
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Hukum pidana material fungsinya adalah menentukan perbuatan-
perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, dan
pidana apa yang dijatuhkan. Adapun hukum pidana formal atau hukum
acara pidana, fungsinya adalah melaksanakan hukum pidana material,
artinya memberikan peraturan, cara bagaimana negara dengan
mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk
memidana. (Soesilo, 1992:18)

Tindak pidana perjudian diatur dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP.
Pada mulanya sangsi pidana dalam pasal 303 adalah pidana paling lama 2
tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah.
Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1874 tentang
Penertiban Perjudian, ancaman pidana dalam pasal 303 KUHP diubah
menjadi paling lama sepuluh tahun dan denda paling lama dua puluh lima
juta rupiah,

Sedangkan pasal 303 bis KUHP semula adalah pasal 542 KUHP.
Tapi dengan adanya Undang-undang No 7 Tahun 1974, pasal 542 KUHP
ini dihapuskan dan diganti dengan sebutan pasal 303 bis . Yang merubah
ancaman pidana dari, pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda
paling banyak tiga ratus rupiah. Menjadi pidana penjara selama empat
tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

Dalam penjelasan pasal 303 KUHP disebutkan bahwa orang yang
menyelenggarakan ataupun mengadakan permainan judi, dihukum dengan
pasal 303 KUHP. Sedangkan orang-orang yang ikut pada permainan judi
tersebut dikenakan hukuman menurut pasal 303 bis (Soesilo, 1954:222).

Pada suatu kasus perjudian di Sragen, seorang pelaku kasus
perjudian, tertangkap dan kemudian diproses dan dituntul di pengadilan
dengan dakwaan melanggar pasal 303 bis KUHP. Dalam pengajuan
perkara ke Pengadilan Negeri Sragen ternyata pihak Kepolisian Resort
Sragen mengajukan para terdakwa, untuk diperiksa dan diadili menurut
acara pemernksaan tindak pidana nngan. Dalam KUHAP dijelaskan bahwa
yang diajukan menurut acara tindak pidana ringan adalah tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga
bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.
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Sedangkan ancaman pidana dalam pasal 303 bis adalah hukuman penjara
selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh
juta rupiah. Menurut KUHAP perkara perjudian ini seharusnya diperiksa
menurut acara pemeriksaan biasa. Kemudian dari perkara perjudian yang
diajukan oleh penyidik ini ternyata hakim Pengadilan Negeri memberikan
putusan pemidanaan, berupa hukuman percobaan selama 2 minggu
ditambah dengan denda. Dengan pertimbangan antara lain bahwa karena
perkara ini diajukan secara Tipiring dan pengadilan tidak boleh menolak
perkara.Selain itu bahwa perkara tindak pidana perjudian ini,
pembuktiannya mudah, pemeriksaannya sangat sederhana dan ditambah
dengan pengakuan dari terdakwa. Sedangkan dalam proses pengajuan
perkara perjudian ini ke Pengadilan Negeri, penyidik menurut KUHAP
melakukan kesalahan dalam hal penerapan acara pemeriksaan Yakni
menggunakan acara pemeriksaan tipiring untuk perkara perjudian yang
menurut KUHAP, seharusnya diperiksa menurut acara pemeriksaan biasa,

Kemudian setelah putusan tersebut dijatuhkan, temyata jaksa
penuntut umum tidak puas.Dan kemudian mengajukan kasasi ke
Mahkamah Agung.Padahal dalam proses awal pengajuan perkara
perjudian ini ke Pengadilan Negeri, penyidik menggunakan acara
pemeriksaan tipiring. Dimana dalam acara pemeriksaan tindak pidana
ringan ini, menurut KUHAP pasal 205 ayat (2), penyidik atas kuasa
penuntut umum, setelah berita acara pemeriksaan selesai dibuat,
menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru
bahasa ke sidang pengadilan. Dalam melakukan proses penuntutan ini
penyidik bertindak atas kuasa penuntut umum.Tapi pada saat pengajuan
permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, temyata jaksa penuntut umum
sendiri yang langsung mengajukan kasasi ini. Sedangkan acara
pemeriksaan yang digunakan adalah acara pemeriksaan cepat atau acara
pemeriksaan untuk tindak pidana ringan.

Pada saat ada upaya penegakan hukum, orang seringkali
melupakan adanya hukum formil ataupun materiil ini. Seseorang yang
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melakukan suatu tindak pidana, tidak bisa langsung dijatuhi dijatuhi pidana
tanpa melalui proses hukum yang benar.Bertitik tolak dari uraian diatas,
penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul * TINJAUAN TENTANG
ACARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ( STUDI
PUTUSAN MA RI NO. 879 K/Pid/1996).

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka
untuk pengkaijian lebih lanjut, penulis membatasi permasalahan agar tidak
mengaburkan penjelasan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam
skripsi ini adalah sebagai berikut -
1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam
Pemeriksaan Tindak Pidana Perjudian ?
2. Bagaimanakah Kewenangan Jaksa Untuk Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi Dalam Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan
Negeri Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Perjudian.

2. Untuk Mengetahui Kewenangan Jaksa Untuk Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi Dalam Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Perjudian.

1.4  Metodologi Penulisan

Dalam penyusunan tulisan ini tentunya digunakan metode tertentu
untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.Sehubungan dengan
pentingnya penggunaan metode penulisan dalam penyusunan tulisan ini,
maka penulis menggunakan metode-metode pendekatan sebagai berikut.
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1.41 Pendekatan Masalah

Untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini, penulis
menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan
masalah dengan menelaah buku-buku yang berisi konsep-konsep secara
teoritis, pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan, maupun
majalah, makalah, dokumen-dokumen lain. Pendekatan ini dilakukan guna
memperoleh bahan Kkajian secara feoritis untuk membahas untuk
membahas dan memecahkan masalah (Soemitro, 1980:10).

1.4.2 Sumber Data
Sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Yang
memiliki pengertian :

1. Peraturan- peraturan yang berlaku dan mempunyai relevansi yang
erat dengan pokok-pokok permasalahn yang ada, sehingga
dengan adanya peraturan-peraturan tersebut setidaknya dapat
menjawab permasalahan yang ada.

2. Pendapat para sarjana atau ahli hukum dan doktrin-doktrin yang
secara langsung atau tidak langsung berkaitan erat dengan
permasalahan yang ada. (Soekanto, 1984:12)

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah
dengan data sekunder. Yang meliputi studi literatur atau kepustakaan yaitu
metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusun,
membaca, mempelajari dan memahami bahan pustaka, peraturan
perundang-undangan karya ilmiah para sarjana, hasil penelitan yang
berhubungan dengan masalah yang dikaji. (Soemitro, 1990:24)
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1.4.4 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam skripsi ini adalah
metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah sustu cara
untuk memperoleh gambaran yang rasional dan obyektif tentang
permasalahan yang sedang dibahas dengan memaparkan fakta dan data
yang diperoleh, baik dari hasil studi lapangan (primer) maupun dari studi
pustaka (sekunder) untuk dianalisis dan dituangkan dalam suatu uraian
logis dan sistematis. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan dari
penyelesaian masalah yang pada akhimya ditarik kesimpulan secara
deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju pada hal yang bersifat
kKhusus. (Soemitro, 1990:138).
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il. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

21 Fakta

Kasri, penduduk Kranda Sari, Sragen, adalah secrang petani
yang juga mencari penghasilan sebagai tukang becak di Sragen.
Disaat menunggu penumpang, ia sering mangkal bersama-sama
tukang becak lainnya di pinggir jalan sambil bermain kartu domino,
siapa yang menang mendapat hadiah uang Rp 100,00. Kemudian
datang Alat Negara, aparat kepolisian menangkap mereka, para
tukang becak yang sedang main kartu domino tersebut dan dibawa
ke Kepolisian, unfuk diproses dan dituntut ke pengadilan dengan
dakwaan pasal 303 bis K.U.H. Pidana. Pihak Kepolisian mengajukan
para terdakwa antara lain Kasri ke Pengadilan Negeri Sragen untuk
diperiksa dan diadili oleh Hakim menurut acara pemeriksaan Tindak
Pidana Ringan (TIPIRING) dengan dasar dakwaan melakukan
Tindak Pidana ex pasal 303 bis K.U.H. Pidana.Kemudian setelah
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan
akhimya Pengadilan Negeri memberi putusan, :

- Menyatakan terdakwa Kasri terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan kejahatan “Perjudian di tempat umum®. Melanggar
pasal 303 bis KUHP,

- Menjatuhkan pidana penjara selama dua minggu.

- Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau
di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena
terhukum sebelum tempo percobaan selama 3 bulan telah
melakukan perbuatan yang boleh dihukum,

Akan tetapi jaksa pada Kejaksaan Negeri Sragen menolak
putusan hakim tersebut diatas dan mengajukan kasasi dengan
mengemukakan keberatan, bahwa terdakwa diduga telah melakukan
tindak pidana perjudian ditempat umum, melanggar 303 bis (1)
KUHP, yang diancam dengan pidana 4 tahun penjara.Menurut pasal
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205 ayat (1) KUHAP ditentukan acara pemeriksaan tindak pidana

ringan yang ancaman hukumannya paling lama 3 bulan

kurungan.Berdasar hal tersebut tidak ada alasan menurut hukum
bagi Hakim Pengadilan Negeri Sragen untuk memeriksa dan
mengadili perkara pidana fersebut menurut Acara Pemeriksaan

Tindek Pidana Ringan yang diatur dalam pasal 205 ayat 1,23

KUHAP.

Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini dalam
periimbangan putusannya menilai bahwa putusan judex factie
Pengadilan Negeri Sragen salah dalam menerapkan Hukum Acara
Pidana, yaitu tidak sesuai atau bertentangan dengan KUHAP
sehingga putusan judex factie harus dibatalkan Berdasarkan
pertimbangan tersebut akhimya Mahkamah Agung memberikan
putusan :

- Memerintahkan agar berkas perkara dikembalikan ke Polres
Sragen guna penyidikan lebih lanjut dan melimpahkan perkara
tersebut kepada Pengadilan Negeri melalui Kejaksaan/Penuntut
Umum

2.2 Dasar Hukum

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan penulis tersebut di
atas, maka dapatlah ditetapkan dasar hukum yang digunakan untuk
membahas kasus Ini, antara lain
I. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
1. Pasal 303 Ayat (1)

Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau
denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum
barangsiapa dengan tidak berhak :

- menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan
atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut
campur dalam perusahaan main judi

- sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main
judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam
perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada
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perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai
kesempatan itu.

Pasal 303 Ayat (2)

Kalau sitersalah melakukan kejahatan itu dalam |abatannya,
dapat ia dipecat dari jabatannya itu.

Pasal 303 Ayat (3)

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang
mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya
bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau
pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan
kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah
pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain,
yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau
bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain

Pasal 303 bis Ayat (1)

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau

denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum

- barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang
diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 ;

- barangsiapa turut main judi di dekat jalan umum atau di dekat
Jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum
kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin
untuk mengadakan judi itu.

Pasal 303 Bis Ayat (2)

Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua
tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si
tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat
dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau
denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pasal 1 angka 6

a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-
undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta
melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh
undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan
melaksanakan penetapan hakim.
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Pasal 1 angka 7

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan
perkara pidana ke pengadilan neger yang berwenang dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan
permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang
pengadilan.

Pasal 1 angka 12

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk
tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan
atau banding atau kasasi atau hal terpidana untuk mengajukan
permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 13

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh
undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan
melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya

Pasal 205 Ayat (1)

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan
lalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau
kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-
banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan
kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Pasal 205 Ayat (2)

Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penyidik
atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita
acara pemeriksaan selesai dibuat, mengahadapkan terdakwa
beserta acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan
terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke
sidang pengadilan,
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Pasal 205 Ayat (3)

Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,
pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat
pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana
perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Pasal 244

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat
terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung,
terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan
pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. kecuali terhadap
putusan bebas

Undang-undang No.14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan
Kehakiman

Pasal 27 Ayat (1)

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali,
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat.

Pasal 27 Ayat (2)

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim waijib
memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari
tertuduh.

Undang-undang No.7 Tahun 1974 Tentang Pemberantasan
Perjudian

Pasal 1

Menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai
kejahatan

Pasal 2 Ayat (1)

Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1), Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-
lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-
banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara
selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya
dua puluh lima juta rupiah.
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Pasal 2 Ayat (2)

Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-
lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu
lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya
empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta
rupiah,

Pasal 2 Ayat (3)

Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-
lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu
lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya
enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta
rupiah.

- Undang-undang No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia
Pasal 1 Ayat (1)

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-
undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta
melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh
Kekuatan hukum tetap.

Pasal 1 Ayat (2)

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh
undang-undang ini  untuk melakukan penuntutan dan
melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 1 Ayat (3)

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan
perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan
permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang
pengadilan,
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23 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Perjudian
a. Pengertian Tindak Pidana

Hukum Pidana Belanda memakai istilah tindak pidana (straafbar
feit), atau terkadang juga delik (delictum).Karena Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) bersumber pada WvS Belanda, maka istilah
aslipun sama yaitu tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana
Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi dan lain sebagainya.
Sementara Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan
pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan straafbar feit itu.Utrecht,
menyalin istilah straafbar feit menjadi peristiwa pidana. Disini Utrecht
rupanya menerjemahkan istilah ini menjadi peristiwa pidana. Sama dengan
yang dipakai Utrecht, UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa
pidana (Hamzah, 1994: 88).

Menurut Hazewinkel-Suringa (dalam Lamintang, 1997:181),
rumusan yang bersifat umum dari “straafbar feit " itu adalah :

‘sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah
ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap
sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan
menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di
dalamnya”

A.Z Abidin (dalam Hamzah, 1994:87), mengusulkan pemakaian
istilah “perbuatan kriminal’, karena ‘perbuatan pidana” yang dipakai
Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambungan
yaitu “perbuatan dan pidana sedangkan tidak ada hubungan logis antar
keduanya. Tetapi A.Z. Abidin menambahkan bahwa lebih dipakai istilah
padanannya saja yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik (dari
bahasa latin delictum). Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis
menggunakan istilah “delik” disamping istilahnya sendiri seperti Roeslan
Saleh disamping memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah "delik”,
begitu juga Oemar Seno Adji. Sedangkan rumusan tindak pidana dalam
bahasa Inggris dikenal dengan istilah criminal act .

13
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Ada dua golongan penulis, yang pertama merumuskan delik itu
sebagai suatu kesatuan yang bulat seperti Simons (dalam Moeljatno,
1985:56) yang merumuskan bahwa straafbar feit adalah

“kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan
hukum, yang berhubungan dengan kesalshan yang dilakukan oleh
orang yang mampu bertanggung jawab”
Jonkers dan Utrecht mengemukakan :
‘fTumusan Simons merupakan rumusan yang yang lengkap, yang
meliputi diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan
hukum, dilakukan oleh crang yang bersalah, dan orang itu dipandang
bertanggung jawab atas perbuatannya’ (Hamzah, 1994:88)
Sedangkan Van Hamel (dalam Hamzah, 1985:56), merumuskan delik itu
sebagai berikut :
“kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan
hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”
Lebih singkat daripada itu adalah rumusan Vos (dalam Hamzah, 1994:88),
yang mengatakan :
“suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan
diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya
dilarang dan diancam dengan pidana"

b. Pengertian Perjudian
Dalam pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
yang mengatur tentang perjudian dijelaskan bahwa :

"Yang dikatakan main judi yaitu tiap-iap permainan, yang
mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung
kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi
bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga
terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan
periombaan atau permainan lain, yang tidak diadskan oleh mereka
yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan
yang lain-lain”.
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989 : 387),

“Judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan
(seperti main dadu, kartu) sedangkan,

berjudi adalah, mempertaruhkan sejumiah uang atau harta dalam
permainan tebakan bardasarkan kebetulan, dengan tujuan
mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari
jumlah uang atau harta semula”

Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998 : 367),

perjudian diartikan sebagai “perbuatan berjudi”

Sedangkan dalam A Concise Dictionary of Law perjudian disebut
juga dengan gaming atau gambling.

Menurut A Concise Dictionary of Law (1992 : 65 ),

“gaming/gambling means, playing a game in order to win money or

anything else of value, when winning depends on luck *

Dari pengertian tersebut diatas bisa diambil suatu kesimpulan,
mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana perjudian.Unsur-unsur
tersebut antara lain :

- perjudian adalah sebuah permainan atau pertaruhan

- @adanya pemain atau pelaku dalam permainan ini

- sifatnya yang untung-untungan atau spekulatif

- dari permainan tersebut pemain/pelaku bisa mendapat

keuntungan

- keuntungan tersebut merupakan hasil dari pelipat gandaan

modal awal dalam permainan tersebut.

- modal tersebut bisa berupa uang atau benda berharga lainnya

2.3.2 Bentuk-bentuk Acara Pemeriksaan Menurut KUHAP
Di dalam KUHAP dikenal tiga macam bentuk acara pemeriksaan
yaitu :
1. acara pemeriksaan biasa, diatur dalam bagian ketiga, bab XVI
2. acara pemeriksaan singkat, diatur dalam bagian kelima, bab XVI
3. acara pemeriksaan cepat, diatur dalam bagian keenam, bab XVI
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1. Acara Pemeriksaan Biasa

Dalam acara pemeriksaan biasa ini, proses sidang dilakukan
dengan iata cara pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam undang-
undang, dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa, penasehat hukum,
hakim, panitera, pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, bahkan
mengenai pembuktian, dan alat bukti yang digunakan, berpedoman pada
tata cara menurut undang-undang yang berlaku. Dalam KUHAP, Acara
Pemeriksaan Biasa ini diatur dalam bab XVI KUHAP.

Menurut Harahap (2000:104) :

‘Dasar titik tolak perbedsan cara pemeriksaan, ditinjau dari segi
jenis tindak pidana yang diadili pada satu segi, dan dari segi yang
mudah atau sulitnya pembuktian perkara pada pihak lain.
Umumnya perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya 5
tahun keatas, dan masalah pembuktiannya memerlukan ketelitian,
biasanya diperiksa dengan ‘acara biasa". Sedang perkara yang
ancaman hukumannya ringan serta tindak pidananya dinilai mudah,
diperiksa dengan “acara singkat” atau “sumir”.

Sedangkan menurut Nasution (dalam Prinst, 1998:108),

“Acara Pemeriksaan Biasa disebut juga dengan Perkara Tolakan
(vordering). Yaitu perkara-perkara sulit dan besar yang digjukan

oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat tolakan.”

2. Acara Pemeriksaan Singkat

Sebenamya acara pemeriksaan singkat ini, yang diatur dalam
KUHAP ini hampir sama dengan dengan yang diatur dalam HIR. Pada
saat HIR masih diberlakukan, perkara singkat ini disebut perkara “sumir”.
Kata-kata sumir sendiri adalah merupakan terjemahan dari perkara
singkat jadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar diantara
keduanya.

Disebutkan dalam pasal 203 ayat (1) KUHAP,

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara
kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal
205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta
penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.”
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Menurut Nasution (dalam Prinst, 1998:109)

“Acara Pemeriksaan Singkat adalah perkara-perkara yang sifatnya
bersahaja, khususnya mengenai soal pembuktian dan pemakaian
undang-undang, dan yang dijatuhkan hukuman pokoknya yang
diperkirakan tidak lebih berat dari hukuman penjara selama satu (1)
tahun."

Perbedaan antara acara pemeriksaan singkat dengan acara
pemeriksaan biasa, berdasarkan pasal 203 KUHAP yang antara lain
menurut Harahap (2000:375) adalah :

1. Pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya

sederhana

2. Ancaman maupun hukuman yang akan dijatuhkan tidak berat

Ditambah lagi dengan adanya ketentuan pasal 203 KUHAP, pada
ayat (1) yang memuat ketentuan bahwasannya yang diperiksa menurut
acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran
yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 205 KUHAP.

Sedangkan tata cara pemeriksaan acara singkat ini umumnya
berpedoman pada Acara Biasa.Selain itu berlaku juga ketentuan
pembuktian dalam acara biasa, seperti yang diatur dalam pasal 184 s/d
pasal 189 KUHAP. Pada sistem acara pemeriksaan biasa dengan acara
pemeriksaan biasa ada suatu perbedaan, dimana pada acara
pemeriksaan biasa dikenal adanya surat dakwaan, yang dilimpahkan oleh
penuntut umum ke pengadilan. Akan tetapi dalam acara pemeriksaan
singkat, perkara singkat ataupun perkara ringan maupun perkara
pelanggaran lalu lintas, pelimpahan dilakukan tanpa menggunakan surat
dakwaan. (Harahap, 2000:374)
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Pelimpahan perkara tanpa surat dakwaan ini ditinjau dari segi
formal. Menurut Harahap, (2000:378) :

“Secara yuridis, formalitas pelimpahan berkas perkara singkat
tanpa disertai surat dakwaan.Tanpa diseriai surat dakwaan,
pelimpahan berkas perkara ini sudah dibenarkan oleh undang-
undang.Hal ini tidak mengurangi kebijaksanaan seandainya
penuntut  umum  menyertakan surat dakwaan dalam
pelimpahan.Malah lebih baik jika penuntut umum membuat surat
dakwaan supaya lebih mudah mengutarakan apa isi dakwaan yang
diajukan kepada terdakwa".

3. Acara Pemeriksaan Cepat

Acara ini merupakan bentuk ketiga dari tata cara pemeriksaan
perkara dalam sidang pengadilan. Bentuk Acara Pemeriksaan Cepat
diatur dalam pasal 205 KUHAP. Acara pemeriksaan cepat merupakan
acara pemeriksaan, dimana sifat dan jenis perkara termasuk dalam dalam
kelompok perkara yang seharusnya dimasukkan dalam “acara cepat”.
Seperti disebutkan dalam pasal 205 KUHAP. Misalnya, ancaman
hukuman untuk tindak pidana yang dilakukan maksimum paling lama tiga
bulan penjara atau kurungan atau denda Rp 7.500,00 atau tindak pidana
yang didakwakan termasuk jenis perkara penghinaan ringan.

Sebenarnya dalam acara pemeriksaan cepat ini, ada 2 (dua)
bentuk acara pemeriksaan lagi yang terkait didalamnya. Antara lain
adalah :

1. acara pemeriksaan tindak pidana ringan
2. acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan

Terkadang di dalam acara pemeriksaan Ini bisa terjadi semacam
kekaburan mengenai acara pemeriksaan perkara Kekaburan ini oleh
karena sifat perkaranya berada diantara acara singkat dengan acara
ringan.Dalam hal ini bila hakim tidak teliti, dapat terjadi kekeliruan
penerapan acara pemeriksaan. Kasus atau perkara yang seharusnya
diperiksa dengan acara cepat dalam bentuk acara ringan, akhirnya
diperiksa dengan acara singkat.
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2.3.3 Pengertian Upaya Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal adanya upaya hukum.
Upaya Hukum ini diatur dalam KUHAP pada bab XVII. Upaya hukum
adalah merupakan hak yang dimiliki oleh dua pihak yang berperkara yakni
terdakwa atau penggugat atau penuntut umum apabila dalam proses
peradilan mendapatkan suatu bentuk putusan yang dirasakan kurang adil
dari sudut pandang terdakwa ataupun penggugat ataupun penuntut
umumnya. Dan jalan untuk melawan putusan yang dirasakan kurang adil
ini maka terdakwa atau penuntut umum memiliki suatu cara yakni upaya
hukum ini.

Di dalam KUHAP, Upaya Hukum dibedakan menjadi 2 (dua) bagian
yaitu :
1. Upaya Hukum Biasa :
a. Banding

Upaya hukum biasa yang dilakukan atau dapat diminta oleh pihak
yang berkepentingan agar, putusan di pengadilan tingkat pertama
diperiksa lagi. Banding ini gunanya untuk memberi kesempatan kepada
kedua belah pihak yang berperkara, dalam hal perkara pidana terdakwa
dan penuntut umum, untuk mendapatkan putusan yang lebih memuaskan
dari hakim yang lebih tinggi. Bagi terdakwa untuk mendapatkan putusan
yang lebih ringan, sedangkan bagi penuntut umum untuk mendapatkan
putusan yang lebih berat.

Menurut Harahap, (2000 ; 429) .

“Dari segi yuridis formal pemeriksaan banding merupakan upaya
yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan. Supaya
putusan peradilan tingkat pertama diperiksa lagi dalam peradilan
tingkat banding. Jadi secara yuridis formal, undang-undang
memberikan upaya kepada pihak yang berkepentingan untuk
mengajukan permintaan pemeriksaan putusan peradilan tingkat
pertama di peradilan tingkat banding”.
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Menurut Simorangkir (dalam Prinst, 1998:168),

"Banding adalah, suatu alat hukum (Rechtsmiddel) yang
merupakan hak terdakwa dan hak Jaksa Penuntut Umum untuk
memohon, supaya putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali
oleh Pengadilan Tinggi. Tujuannya dari hak ini adalah untuk
memperbaiki kemungkinan adanya kekhilafen pada putusan
pertama.”

Adapun banding bertujuan :

1. memperbaiki kekeliruan putusan peradilan tingkat pertama
2. mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan

3. pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum

b. Kasasi

Merupakan upaya hukum biasa yang ditempuh oleh pihak yang
berkepentingan, yakni terdakwa dan penuntut umum. Setelah ada putusan
Pengadilan Negeri tingkat pertama dan terakhir. Atau juga putusan
Pengadilan Tinggi pada tingkat banding. Apabila pihak yang
berkepentingan tidak merasa puas atas keputusan pada pengadilan
tingkat ini maka dia dapat mengajukan kasasi.

Menurut Soesilo (1992 ; 134) :

Kasasi merupakan upaya hukum biasa yang digunakan untuk
melawan keputusan hakim tingkat tertinggi, yaitu keputusan yang
tidak dapat dibanding.Baik oleh karena tidak diperboiehkan oleh
undang-undang, maupun karena kesempatan banding itu telah
dipergunakan.

Menurut Simorangkir (dalam Prinst, 1998:175),

“Kasasi berasal dari bahasa Perancis, yaitu Cassation yang
berasal dari kata kerja Casser, yang berarti membatalkan atau
memecahkan. Dengan demikian kasasi adalah suatu alat hukum
yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk
memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan
terdahulu dan ini merupakan peradilan yang terakhir”

Kasasi ini diadakan dengan maksud untuk menyelanggarakan
kemajuan dalam kesatuan hukum, oleh karena ada kemungkinan bahwa
para hakim yang bermacam macam itu menafsirkan hukum yang dipakai
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secara berbeda-beda sehingga bisa menghasilkan sesuatu hal yang
menambah buruk pelaksanaan hukum didalam suatu negara. Pasal 28 (1)
Undang-undang No 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung
menentukan bahwa Mahkamah Agung berkuasa dan berwenang
memeriksa dan memutus permohonan kasasi.

Menurut Soesilo (1992 :134) :

...hakim yang tertinggi ditugaskan untuk mengawasi pemakaian
hukum oleh para hakim di tingkat lebih rendah dengan jalan
membatalkan putusan hakim yang salah mempergunakan hukum
dalam tugasnya.Pada dasarnya kasasi itu tidak diadakan guna
kepentingan pihak yang berperkara, tetapi untuk kepentingan
kesatuan hukum.Dan kasasi ini bukanlah pemeriksaan ulang
tingkat ketiga.

Permohonan kasasi dapt diajukan terhadap putusan pengadilan
tingkat banding dan putusan pengadilan tingkat terakhir dari semus
lingkungan peradilan

Tujuan upaya hukum kasasi adalah :

1. koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan (tingkat yang
lebih rendah)
2. menciptakan dan membentuk hukum baru

3. pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum

2. Upaya Hukum Luar Biasa :

Mengenai upaya hukum ini diatur dalam bab XVill KUHAP. Upaya
hukum ini merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum
biasa.Setiap kali ada suatu putusan pengadilan yang belum menjamin
putusan yang berkekuatan hukum tetap, dapat diajukan upaya hukum
biasa. Baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum.

Sedangkan dalam upaya hukum |uar biasa, ada perbedaan yakni :
a. diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap.
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b. upaya hukum ini hanya dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan
tertentu. Tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap.Harus ada dan terdapat keadaan
tertentu sebagai syarat.

C. upaya hukum luar biasa diajukan kepada Mahkamah Agung, dan
diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi
pertama dan terakhir.

a. Kasasi demi Kepentingan Hukum

Diatur dalam pasal 258 KUHAP. Terhadap semua putusan, kecuali
putusan Mahkamah Agung dapat diajukan kasasi demi kepentingan
hukum. Dengan syarat putusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum
tetap dan hanya terbatas pada putusan Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tingai.

Permohonan kasasi demi kepentingan hukum ini hanya dapat
diajukan satu kali saja demi tegaknya hukum dan kepastian hukum.
Seandainya dapat diajukan tanpa batas, sehingga jaksa penuntut umum
atau terdakwa dapat mengajukannya berulang kali. Maka akan terjadi
penodaan terhadap kepentingan hukum. dan adagium dimana hukum itu
diatas segala-galanya menjadi tidak berlaku.

b. Peninjauan Kembali

Apabila dalam putusan Mahkamah Agung terdapat kesalahan atau
kekeliruan hukum, utamanya terhadap Kasasi ataupun Kasasi Demi
Kepentingan Hukum. Masih ada jalan yang bisa ditempuh yakni dengan
pengajuan Peninjauan Kembali. Upaya hukum kasasi demi kepentingan
hukum, tidak dapat melenyapkan dan menghapuskan upaya peninjauan
kembali terhadap suatu perkara.

Berdasar pasal 263 KUHAP, peninjauan kembali terhadap semua
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan terhadap
semua putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Agung sendiri.
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Putusan pengadilan yang dimintakan peninjauan kembali :

1. peninjauan Kembali dapat diajukan terhadap semua putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap

2. dapat diajukan terhadap putusan pengadilan, antara lain

- putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap

- putusan Pengadilan Tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap

- putusan Mahkamah Agung yang telah memperolen kekuatan hukum
tetap

3. dapat diajukan terhadap semua putusan bebas dan lepas dari segala
tuntutan hukum.Karena tujuan Peninjauan Kembali adalah untuk
memberi kesempatan kepada terpidana untuk  membela
kepentingannya, agar dia terlepas dari kekeliruan pemidanaan yang
dijatuhkan kepadanya.

Alasan peninjauan Kembali seperti disebutkan dalam pasal 263

ayat (2) adalah :

1. apabila terdapat keadaan baru atau bukti baru

2. apabila dalam berbagai putusan terdapat suatu pertentangan

3. apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam pulusan.

dan pasal 263 ayat (3) yang berbunyi :

Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat 2
terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.Apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang telah
didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi diikuti oleh suatu
pemidanaan.
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2.3.4 Tugas Dan Wewenang Kejaksaan

Tugas dan wewenang jaksa seperti diterangkan dalam Undang-
undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada
pasal 1 antara lain adalah :

1. jeksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-
undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan
hakim

3. penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan
perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan
supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

4. jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis
organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan
pelaksanaan tugas kejaksaan

Sedangkan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 5§ Tahun 1991
dijelaskan bahwa, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga
pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang
penuntutan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam
melakukan penuntutan.

Kemudian ditambahkan lagi dalam pasal 8 ayat (2), bahwa dalam
melakukan penuntutan jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta
pertanggung jawab menurut saluran hierarki.lni semakin menegaskan
bahwa tugas jaksa adalah untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan

Sedangkan Tugas dan Wewenang jaksa dan kejaksaan ini telah
dituangkan dalam bab Il Undang-Undang No. § Tahun 1981 tentang
Kejaksaan. Pada pasal 27 misalnya disebutkan ;

1. di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana.
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b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan

C. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas
bersyarat.

d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang
dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa
khusus dapat bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan
atas nama negara atau pemerintah.

3. dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut

menyelenggarakan kegiatan :

. peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

pengamanan kebijakan penegakan hukum.

pengamanan peredaran barang cetakan.

- pengamanan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan
masyarakat dan negara.

e 0o T o

o

- pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Disamping itu kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang yang
lain berdasarkan Undang-Undang,seperti tertulis dalam pasal 29 Undang-
Undang No.5 Tahun 1991.Pada dasamya Undang-Undang No. 5 Tahun
1891 ini hanya penyempurnaan saja dari KUHAP. Dimana dalam KUHAP
sendiri telah dijelaskan dalam Bab IV, bagian ketiga mengenai penuntut
umum. Dalam pasal 13 KUHAP tersebut disebutkan bahwa :

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-
undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan
penetapan hakim".

Sedangkan dalam pasal 14 KUHAP diperinci lagi mengenai
wewenang penuntut umum antara lain :

a. menerima dan memeriksa perkara penyidikan dari penyidik atau
penyidik pembantu.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

- mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan
dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4),
dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan
dari penyidik.

- memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau
penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah
perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.

. membuat surat dakwaan

. melimpahkan perkara ke pengadilan

f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari

dan wakiu perkara disidangkan yang disertai surat panggitan, baik
kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang
yang telah ditentukan

. melakukan penuntutan

. menutup perkara demi kepentingan hukum.

.. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab
sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini

. melaksanakan penetapan hakim
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. PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Pemeriksaan
Tindak Pidana Perjudian

Perkara perjudian ini terjadi di Sragen. Dan ditangani oleh Pamapta
Polres Sragen. Serta langsung digjukan ke Pengadilan Negeri Sragen.
Karena Pamapta Polres Sragen, menganggap perkara perjudian ini
adalah termasuk dalam perkara yang layak diperiksa dengan acara
pemeriksaan tindak pidana ringan. Dalam kasus perjudian ini, karena
diajukan dalam rangkaian acara pemeriksaan tindak pidana ringan, surat
dakwaan dibuat oleh penyidik dalam bentuk catatan singkat. Yang
kemudian dicatat lagi oleh panitera dalam buku register. Dan dianggap
sebagai pengganti surat dakwaan.

Dengan adanya catatan di buku register, sebagai pengganti surat
dakwaan ini, maka hakim bisa memimpin persidangan. Dengan adanya
perkara atau kasus yang masuk ke pengadilan, seorang hakim tidak bisa
dengan seenaknya saja memutus suatu perkara. Tapi untuk itu seorang
hakim harus bisa mengetahui dan memahami secara tepat segala
sesuatu unsur-unsur kualitatif yang terkandung dalam pasal-pasal tindak
pidana yang didakwakan. Serta harus cermat dan tepat dalam usaha
untuk menafsirkan pasal tindak pidana yang bersangkutan.

Dalam pasal 23 (1) UU No.14 Tahun 1979 Tentang Kekuasaan
Kehakiman disebutkan bahwa,

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan

dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal

tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber

hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili *

Berarti dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri sebagai judex factie
harus memberikan pandangan dan penafsiran yang tepat terhadap
dakwaan yang diberikan dalam kasus perjudian ini. Karena bagaimanapun

juga seperti tindak pidana yang lain putusan yang dijatuhkan terhadap
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terdakwa pelaku tindak pidana perjudian juga harus dilakukan dengan
menggunakan alasan-alasan, logika dan dasar-dasar pertimbangan
hukum yang baik. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada
terdakwa dirasakan adil oleh terdakwa atau para pencari keadilan,
maupun masyarakat.

Ternyata dalam perkara perjudian ini hakim menjatuhkan putusan
berupa pemidanaan. Jenis putusan ini diatur dalam pasal 193 KUHAP.
Pada pasal 193 ayat (1) disebutkan bahwa ‘jika pengadilan berpendapat
bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Menurut Harahap (2000 : 333)

‘Dalam pemidanaan ini berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana
sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana
yang didakwakan kepada terdakwa. Apabiila berdasarkan pendapat
atau penilaian pengadilan, bahwa terdakwa terbukti bersalah
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

Menurut Waluya (2000 : 34),

"Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan
pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan
penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan
kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula”.

Akan tetapi ada yang perlu dicermati disini bahwasannya unsur-
unsur dalam pasal 205 KUHAP tidak terpenuhi. Karena salah satu syarat
suatu perkara dapat diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat atau
acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah “perkara yang diancam
dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda
sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Sedangkan yang
dikenakan adalah pasal 303 bis KUHP mengenai perjudian yang diancam
pidana penjara selama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh
juta rupiah,

Karena yang dilanggar adalah pasal 303 bis KUHP. Maka di dalam
penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian ini ada
beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Alasan-alasan dan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

dasar-dasar pertimbangan hakim tersebut terdapat dalam putusan
Pengadilan Negeri Sragen No .35/Pid.R/1996/PN.Srg.

Pemeriksaan suatu perkara pidana diawali dengan pembacaan
dakwaan yang menyebutkan secara jelas tentang tindak pidana yang
diduga telah dilakukan oleh terdakwa. Dari dakwaan tersebut, hakim akan
mendasarkan pemeriksaan untuk membuktikan apakah dakwaan dari
penuntut umum dapat dibuktikan atau tidak. Dalam pemeriksaan di sidang
pengadilan dakwaan penuntut umum akan dibuktikan dengan
menggunakan alat-alat bukti yang sah. Yang bertindak sebagai penuntut
umum dalam kasus perudian ini adalah penyidik yakni, Pamapta
Kepolisian Resort Sragen. Karena penyidik mengajukan kasus perjudian
ini dengan menggunakan dasar beracara untuk tindak pidana ringan.
Dengan sebuah asumsi bahwa perjudian adalah sebuah tindak pidana
ringan.

Dalam pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian,
pembuktian terhadap terpenuhinya unsur-unsur pasal yang mengatur
tindak pidana tersebut sangatlah penting. Karena unsur-unsur dalam
pasal itu harus terpenuhi. Tindak pidana perjudian sendiri diatur dalam
KUHP, pasal 303 bis. Yang pada mulanya berasal dari Undang-undang
No. 7 Tahun 1974 tentang Pemberantasan Perjudian. Dalam pasal 2
Undang-undang No. 7 Tahun 1974 sudah disebutkan bahwa ancaman
hukuman untuk tindak pidana perjudian dirubah dari hukuman kurungan
selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu
lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun
atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ketentuan dalam
Undang-undang No 7 Tahun 1874 ini menghapus ketentuan pidana dalam
pasal 542 KUHP. Perubahan ketentuan pidana ini yang nantinya harus
menjadi perhatian utama. Karena akan berpengaruh dalam menentukan
bentuk acara pemeriksaan yang akan diberlakukan pada tindak pidana ini.
Selain itu beberapa hal lagi yang dijadikan bahan bagi hakim dalam
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mempertimbangkan putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak
pidana perjudian yaitu ;

1

2

Hal yang meringankan
Permainannya bersifat sementara
Terdakwa belum pernah dihukum
Terdakwa sopan, mengaku terus terang, sehingga melancarkan
jalannya persidangan
Hal yang memberatkan
Tidak ada
Dalam kasus perkara No. 35/Pid.R/1996/PN.Srg, sebagian dari

dasar-dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan
putusan terhadap terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana
perjudian, adalah sebagai berikut :

%

Menimbang, bahwa terdakwa dan kawan-kawannya telah melakukan
judi (domino) secara kecil-kecilan melanggar pasal 303 bis KUHP.
Menimbang, bahwa perkara tersebut diajukan secara Tipiring dan
Pengadilan tidak boleh menolak perkara

Menimbang, bahwa permainan domino sambil menunggu penumpang
tersebut telah membudaya di sembarang tempat/iterminal
pemberhentian bus, sehingga dapat dikategorikan sebgai permainan
judi kecil-kecilan yang sifatnya hanya sementara wakitu.

Menimbang, bahwa ternyata pemeriksaan perkara terseput sangat
sederhana mudah pembuktiannya dan terdakwa beserta kawan-
kawannya tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit, maka
menurut keyakinan hakim perkara tersebut tidak periu dikembalikan
atau di NVS (Niet Viootbaar Voor Summir)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan
pengakuan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan
di persidangan yang diakui oleh terdakwa, maka menurut hukum dan
keyakinan pengadilan berpendapat, bahwa dakwaan kepada terdakwa
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telah dapat dibuktikan dan terdakwa bersalah melakukan kejahatan :
perjudian (domino) tanpa ijin yang berwaijib.

Perjudian sendiri sebenarnya sudah diatur dalam KUHP. Pada
pasal 303 dan 303 bis. Pasal 303 bis sendiri sebenamya berasal dari
Unadang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Yang
menghapus ketentuan-ketentuan pada pasal 542 KUHP dan
menggantikannya dengan pasal 303 bis. Ini artinya bahwa undang-
undang sudah jelas menyebutkan bahwa perjudian adalah sebagai
perbuatan yang dilarang atau termasuk sebagai tindak pidana. Berarti
siapapun yang melakukan atau menyelenggarakan perjudian bisa
dipidana menurut aturan ini.

Sebenarnya dari putusan hakim Pengadilan Negeri tersebut masih
ada hal-hal yang layak untuk dicermati. Agar tercapal suatu
keseimbangan dan kepastian dalam pelaksanaan hukum. Judex factie
telah membuat suatu keputusan yang amat merugikan dalam upaya
penegakan hukum di Indonesia. Hal-hal yang menarik untuk dipelajari
dalam pertimbangan tersebut antara lain,

Dalam pertimbangan, bahwa terdakwa dan kawan-kawannya telah
melakukan judi (domino) secara kecil-kecilan melanggar pasal 303 bis
KUHP. Meskipun perjudian yang dilakukan itu kecil dari segi ruang
lingkup, siapapun pelakunya, sampai besar omzetnya. Tetap saja
perjudian itu adalah suatu tindak pidana yang harusnya diberi suatu
sangsi yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya.
Unsur-unsur yang tersebut diatas, nantinya bisa menjadi faktor peringan,
yang patut diperhitungkan atau menjadi bahan pertimbangan oleh hakim
dalam penjatuhan putusan. Utamanya dalam putusan pemidanaan.
Karena apabila sangsi tidak diberlakukan dengan tegas maka akibatnya
akan buruk bagi pelaksanaan atau penegakan hukum positif.

Kemudian dalam pertimbangan yang kedua, yang menyebutkan
bahwa, tersebut diajukan secara Tipiring dan Pengadilan tidak boleh
menolak perkara., Dalam hal ini ada sesuatu yang menarik dimana suatu
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kasus perjudian diajukan oleh penuntut umum sebagai suatu tindak
pidana ringan. Dalam pasal 205 KUHAP dijelaskan bahwa yang bisa
diperiksa atau diajukan ke pengadilan dengan menggunakan prosedur
acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam
dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau dends
sebanyak-banyaknya Rp 7.500,00. Sedangkan dalam pasal 1 Undang-
undang No.7 Tahun 1974, disebutkan bahwa “Menyatakan semua tindak
pidana perjudian sebagai kejahatan".

Yang dilanjutkan dalam pasal 2 (1) yang berbunyi,

“Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1), Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-
lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya
sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-
lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh
lima juta rupiah”,

Kemudian pasal 2 ayat (2) yang berbunyi,

“Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-
lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu
lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat
tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah”.

dan pasal 2 ayat (3) yang berbunyi,

*Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-
lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima
ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam
tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah”,
Dalam hai ini jelas bahwa unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal
205 KUHAP sama sekali tidak ada. Ini sesuai seperti disebutkan dalam
putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pid/1996 mengenai kasasi
terhadap kasus perjudian yang diputus dalam putusan Pengadilan Negeri
No.35/Pid.R/1886/PN.Srg. Sesual dengan isi risalah atau memori kasasi
yang termuat pada putusan MA RI No.879 K/Pid/1996. Yang diajukan oleh

pemohon kasasi tanggal 13 Mei 1996 yakni dari Jaksa Penuntut Umum.
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Yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 15
Mei 1996 yang antara lain bunyi memori kasasinya sebagai berikut |

“Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh
pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Sragen dalam memeriksa dan mengadili

perkara pidana ini, dilakukan menurut acara pemeriksaan tindak pidana
ringan, sedang perkara pidana tersebut sesuai dengan berita acara
pemeriksaan oleh Pamapta Kepolisian Resort Sragen, Terdakwa diduga
telah melakukan tindak pidana perjudian di tempat umum, melanggar
pasal 303 bis KUHP ; ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta
rupiah ;
Ayat (2) jika melakukan pelanggaran itu belum lewat dua tahun, sejak
adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari
pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun
atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Bahwa pasal 205 ayat 1 KUHAP pada pokoknya menentukan,
perkara pidana yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana
ringan dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan
atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan
penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tidak ada alasan
menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Sragen untuk memeriksa dan
mengadili perkara pidana tersebut menurut acara pemeriksaan tindak
pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal 205 ayat (1) ayat (2) ayat
(3} KUHAP;

Kemudian dar keberatan-keberatan dalam memori kasasi tersebut
Mahkamah Agung berpendapat,

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena
judex factie telah salah menerapkan hukum yakni mengenai acara
pemeriksaan perkara yang bersangkutan dipersidangan tidak sesuai atau
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bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP yang dilakukan
dengan acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring), padahal
sesuai dengan pasal yang dilanggar adalah pasal 303 bis KUHP yang
ancaman pidananya 4 tahun (Undang-undang No.7 Tahun 1974, pasal 2
ayat 2, sehingga harus diproses melalui Acara Pemeriksaan Perkara
Biasa / Singkat dan bukan dengan acara Tipiring seperti perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan
Negeri, demikian juga BAP Persidangan harus dibatalkan dan diulangi
pemeriksaannya oleh Penyidik dengan acara pemeriksaan biasa atau
singkat, sehingga Mahkamah Agung RI mengadili sendiri dengan
memerintahkan mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Polri di
Sragen untuk diperiksa ulang dan kemudian melimpahkan kepada
Pengadilan negeri melalui Kejaksaan Negeri ;

Menurut Harahap, (2000 : 411)

Yang dilarang Undang-undang :

- membawa pemeriksaan perkara yang lebih tinggi kualitasnya ke

dalam acara pemeriksaan yang lebih rendah derajatnya,

- )enis perkara dengan acara biasa lebih tinggi kualitasnya dengan
derajat acara pemeriksaan singkat, oleh karena itu dilarang
membawa perkara acara biasa ke dalam proses acara
pemeriksaan singkat, karena hal itu nyata-nyata sangat
merugikan kepentingan terdakwa. Demikian pula halnya dengan
kualitas jenis perkara singkat, lebih tinggi derajatnya daripada
acara cepat. Oleh karena itu dilarang membawa perkara jenis
acara singkat ke dalam proses pemeriksaan acara cepat.

Dengan begitu, secara konsisten undang-undang dan ilmu hukum
itu tidak melarang membawa jenis perkara yang lebih rendah kualitasnya
ke dalam proses pemeriksaan yang lebih tinggi derajat acara
pemeriksaannya.

Selain meneliti kasus tersebut secara mendetail, hakim juga harus
meneliti dakwaan dan acara pemeriksaan yang digunakan. Bila antara
dakwaan dengan proses acara pemeriksaan yang dilakukan dirasa tidak
tepat, maka hakim dalam hal ini bisa membuat suatu penetapan tentang
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acara pemeriksaan yang harus digunakan. Tidak menjadi masalah, seperti
dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, bila merubah acara pemeriksaan,
dari tingkatan paling rendah, yakni acara pemeriksaan cepat atau acara
pemeriksaan untuk tindak pidana ringan, untuk diperiksa menurut acara
pemeriksaan biasa yang merupakan tingkatan acara pemeriksaan diatas
acara pemeriksaan cepat.

Dalam pertimbangan hakim diatas juga disebutkan bahwa hakim
tidak boleh menolak perkara. Dalam pasal 14 Undang-undang No.14
Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan
bahwa * hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara yang
diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan
wajib untuk memeriksa dan mengadilinya®. Ini berarti hakim wajib untuk
memeriksa suatu perkara sedetil-detiinya agar tidak terjadi kesalahan
dalam penjatuhan putusan nantinya. Tidak boleh menolak perkara, bukan
berarti tidak bisa, atau tidak boleh memutuskan suatu perkara atau
membuat penetapan untuk merubah bentuk acara pemeriksaan yang
digunakan misalnya. Karena hakim harus bertindak sesuai dengan hukum
yang berlaku. Agar tidak terjadi penyimpangan terhadap undang-undang
yang ada. Utamanya dalam kasus perjudian ini, dimana seharusnya
terdakwa diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa akan tetapi oleh
penyidik ternyata diajukan dengan ke pengadilan dengan menggunakan
acara pemeriksaan cepat untuk tindak pidana ringan.

Kesalahan penerapan acara pemeriksaan ini berpengaruh terhadap
putusan yang akan dijatuhkan. Karena pada saat itu temyata hakim tidak
jeli dalam menganalisa suatu perkara dan penerapan dari suatu peraturan
perundang-undangan. Ini dibuktikan dengan bunyi putusan dari
Pengadilan Negeri Sragen dalam kasus perkara pidana
No.36/Pid.R/1986/PN.Srg, yang menjatuhkan putusan yang berupa
pemidanaan kepada terdakwa dengan putusan sebagai berikut :
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MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa, nama : KASRI tersebut diatas terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan kejahatan : “Perjudian di tempat
umum®;

2. Menjatuhkan pidana terhadapnya dengan pidana penjara 2 (dua)
minggu

3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak periu dijalankan kecuali
kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh
karena terhukum sebelum tempo percobaan selama 3 (tiga) bulan
telah melakukan perbuatan yang boleh dihukum.

4. Membebankan ongkos perkara sebanyak Rp 500,00 (lima ratus rupiah)
kepada terdakwa

S. Memerintahkan barang bukti berupa :
- Kartu domino dirampas untuk dimusnahkan :
~ Uang Rp 2.900,00 (untuk 5 orang terdakwa) masuk kas negara

Padahal menurut pasal 303 bis KUHP, terdakwa bisa dijatuhi pidana
penjara maksimal selama empat tahun dan denda sebesar-besarnya
sepuluh juta rupiah. Apabila putusan ini dijalankan, maka akan
bertentangan dengan KUHP maupun KUHAP.,

Dalam hal ini seharusnya hakim membuat suatu putusan atau
penetapan yang isinya berkenaan dengan kewenangan untuk mengadili
suatu perkara. Karena dalam acara pemeriksaan cepat / acara
pemeriksaan tindak pidana ringan, yang mengadili adalah hakim tunggal.
Sedangkan perkara perjudian seperti diatur dalam Undang-undang No. 7
Tahun 1974 dan pasal 303 bis KUHP, seharusnya diperiksa dengan acara
pemeriksaan biasa. Yang di dalam praktek persidangannya, yang
mengadili adalah majelis hakim.
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Dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 disebutkan
bahwa,

‘Semua pengadilan memeriksa dan memutuskan dengan

sekurang-kurangnya figa orang hakim, kecuali apabila undang-

undang menentukan lain”
Bukan diadili dengan hakim tunggal seperti pada acara pemeriksaan
cepat. Dan bahwa menurut ketentuan dalam KUHAP, perkara perjudian
adalah suatu perkara yang harus diperiksa dengan acara pemeriksaan
biasa dan bukan dengan acara pemeriksaan cepat atau acara
pemeriksaan tindak pidana ringan.

Kemudian dalam pertimbangan berikutnya, bahwa permainan
domino sambil menunggu penumpang tersebut telah membudaya di
sembarang tempalterminal/pemberhentian bus, sehingga dapat
dikatagorikan sebagai permainan judi kecil-kecilan yang sifatnya hanya
sementara waktu. Sebenarnya dalam penegakan hukum positif, tidak ada
kaitannya antara budaya sehari-hari di dalam masyarakat, dan selain
sifatnya yang hanya sementara waktu. Karena bila itu dikait-kaitkan, maka
bisa jadi perjudian dianggap sebagai suatu bagian dari budaya, dan bukan
tindak pidana. Maka percuma saja ada undang-undang yang melarang
adanya perjudian. Bahkan ada bentuk lain dari perjudian seperti penarikan
nomor undian. Yang ternyata dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat
untuk mencari keuntungan dengan penyelenggaraan judi buntut.
Pemerintah sendiri sebenarnya memberi perhatian terhadap perjudian,
dan berusaha memberantasnya. Bahkan untuk penarikan undian atau judi
buntut, pernah dikeluarkan sebuah Keppres tanggal 20 Mei 1965, Nomor
133 Tahun 1965. Yang isinya menyatakan bahwa “permainan judi buntut
dikualifisir sebagai tindak pidana subversi® (Suharto,1996:83). Ini berarti
pemerintah memang bemiat untuk mencegah sekaligus memberantas
segala bentuk perjudian. Akan tetapi apabila pertimbangan hakim tersebut
digunakan maka ada akibat buruk yang ditimbulkan. Karena tidak akan
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ada lagi sangsi pidana bagi para penjudi sebagai pelaku tindak pidana
atau pelanggar undang-undang.

Pertimbangan selanjutnya, bahwa temyata pemeriksaan perkara
tersebut sangat sederhana mudah pembuktiannya dan terdakwa beserta
kawan-kawannya tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit, maka
menurut keyakinan hakim perkara tersebut tidak perlu dikembalikan atau
di NVS (Niet Vootbaar Voor Summir). Seperti diketahui bila suatu perkara
diajukan ke pengadilan, dalam kerangka acara pemeriksaan tindak pidana
ringan maka yang mengadili adalah hakim tunggal. Seperti diatur dalam
KUHAP pasal 205 ayat (3). Dalam pertimbangan ini terlihat bahwa
keyakinan hakim memiliki suatu arti penting dalam penjatuhan putusan
perkara pidana.

Dalam pasal 183 KUHAP disebutkan,

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”,

Keyakinan hakim ini sifatnya sangat subyektif sekali. Dalam hal ini dituntut
kemampuan hakim untuk menggali sisi hukum yang ada dalam setiap
perkara. Mulai dari prosedur beracara sampai material atau unsur-unsur
tindak pidana dalam pasal yang didakwakan. Dalam hal ini adalah pasal
303 bis KUHP yang mengatur masalah perjudian.

Menurut M. Yahya Harahap (2000 : 325),

“Supaya ketua sendiri dapat menguasai jalan pemeriksaan yang
sesuai dengan dakwaan, harus lebih dahulu memahami secara
tepat segala sesuatu unsur-unsur konstitutif yang terkandung dalam
pasal tindak pidana yang didakwakan, serta terampil mengartikan
dan menafsickan pasal tindak pidana yang bersangkutan. Oleh
karena itu, sebelum hakim memulai pemeriksaan perkara di sidang
pengadilan, lebih dulu memahami secara mantap semua unsur
tindak pidana yang didakwakan. Atas landasan inilah ketua sidang
mengarahkan jalannya pemeriksaan, sehingga terhindar
memeriksa hal-hal yang berada di luar jangkauan surat dakwaan.”
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Apabila melihat pada dakwaan kasus perjudian. Setelah melihat pasal 303
bis KUHP, hakim harus melihat lagi pada Undang-undang No.7 tahun
1974 tentang Pemberantasan Perjudian. Karena pasal 303 bis KUHP
sendiri sejarahnya, berawal dari Undang undang No.7 tahun 1974
Dimana dengan undang undang tersebut menyatakan bahwa “perjudian
adalah sebuah kejahatan®. Yang sekaligus juga merubah ketentuan
pidana dalam pasal 542 KUHP. Pada akhimya pasal 542 KUHP tersebut
dihapus dan diganti dengan pasal 303 bis KUHP. Apabila hakim memiliki
keyakinan bahwa kasus perjudian itu sendiri “bermasalah’ maka
seharusnya hakim bisa memberikan penetapan tertentu tentang prosedur
beracara di pengadilan ataupun membuat suatu putusan yang intinya
mengembalikan perkara tersebut kepada penyidik untuk diperiksa ulang.
Sementara itu berkaitan dengan istilah NVS (Niet Veerbar Voor Summir),
yang menjadi salah satu keyakinan dari hakim, adalah istilah yang biasa
digunakan dalam acara pemeriksaan singkat.

Menurut Hamid dan Husein (1992:89) disebutkan secara sepintas bahwa,
“...dalam HIR dulu yang dikenal sebagai acara yang tidak dapat
diperiksa secara singkat (niet wvoorbar voor summiere
behandeling)..."

Perkara perjudian seperti diatur dalam pasal 303 bis KUHP, adalah

merupakan tindak pidana yang dilihat dari ancaman pidananya adalah

termasuk dalam klasifikasi tindak pidana yang harus diperiksa menurut
acara pemeriksaan biasa. Dan bukan acara pemeriksaan singkat ataupun
acara pemeriksaan cepat.

Pada penjelasan pasal 83 f HIR (dalam Soesilo, 1995:68), memang
diterangkan bahwa acara pemeriksaan singkat adalah,

‘perkara yang sifatnya sederhana baik tentang pelaksanaan
hukumnya, maupun tentang pembuktiannya, dan pula tidak akan
dijatuhkan (bukan ancaman) pidana utama yang lebih berat dari
satu tahun penjara”
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Tambahan lagi dari Soesilo (dalam Hamid dan Husein, 1992:90),
mengenai acara pemeriksaan singkat adalah,

“..kriteria yang dipergunakan adalah : Jika perkara bersifat
bersahaja, baik mengenai pembuktian maupun mengenai
pelaksanaan hukumnya, sedangkan dalam perkara tersebut tidak
akan dijatuhkan hukuman lebih dari tiga tahun penjara, maka
perkara ini diajukan secara sumir kepada hakim”,

Menurut Hamid (1992:80),

“...pengajuan perkara secara sumir tidaklah dihubungkan dengan

ancaman hukuman yang diuraikan dalam KUHAP"

Pendapat ini bertentangan sekali dengan pasal 152, 203, dan 205 KUHAP
yang mengatur tentang acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan
singkat dan acara pemeriksaan cepat.

Ini diperkuat lagi pada Rakernas Mahkamah Agung Tahun 19886,
diberikan penjelasan sebagai berikut,

“Berpegang sajalah pada pasal 205 ayat 1 KUHAP. Yang dijadikan

kriteria dalam pasal tersebut adalah ancaman pidananya dan

bukan jenis tindak pidananya (kejahatan atau pelanggaran)",

(Hamid dan Husein, 1992:90)

Dan dalam perkara perjudian ini unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal
203 KUHAP mengenai acara pemeriksaan singkat ataupun pasal 205
KUHAP

tentang acara pemeriksaan cepat sama sekali tidak ada. Jadi
pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sragen tersebut sebenamya tidak
layak untuk dijadikan acuan pemidanaan.

Apabila hakim cermat atau teliti dalam melihat dakwaan yang
diajukan, maka kriteria acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan
cepat dan acara pemeriksaan biasa akan diperhatikan. Serta dihubungkan
dengan pasal 303 bis KUHP, utamanya mengenai ancaman pidananya.
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Dalam hal ini akan dapat diketahui sebenamya perkara perjudian
ini masuk dalam klasifikasi perkara yang harus diperiksa dengan
menggunakan prosedur acara pemeriksaan biasa. Dan bukan dengan
acara pemeriksaan singkat atau acara pemeriksaan cepat.

Pada dasamya proses yang dikehendaki undang-undang adalah
peradilan yang cepat, sederhana dan dengan biaya ringan. Dan hal itu
sebenarnya sudah dapat dicapai apabila hal-hal semacam ini tidak terjadi.

Menurut Waluyo (2000 : 34),

‘pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses
peradilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat,
sederhana, biaya ringan. Biasanya asas itu masih ditambah bebas.
Jujur dan tidak memihak serta adil”.

Akan tetapi karena judex factie, kurang memperhatikan perkara tersebut.
kaitannya dengan proses beracara di pengadilan dan akibat hukum yang
ditimbulkannya, mengakibatkan perkara perjudian ini bukan lagi kasus
yang bisa diselesaikan dengan ‘cepat, sederhana dan biaya ringan”.
Karena dalam putusan Mahkamah Agung temyata mengembalikan berkas
perkara ke Polres Sragen guna penyidikan lebih lanjut. Dan melimpahkan
perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri Sragen melalui kejaksaan. Ini
berakibat pada berlarut-larutnya penanganan perkara perjudian yang
sebenarnya bisa menjadi perkara yang bisa diselesaikan dengan “cepat,
sederhana dan biaya ringan”.

Sedangkan pada pertimbangan tersebut ada kata-kata *...mudah
pembuktiannya, dan terdakwa tidak memberikan keterangan yang
berbelit-belit”, merupakan faktor-faktor yang nantinya akan menjadi
pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Karena hal
tersebut diatas merupakan hal-hal yang meringankan dari terdakwa.
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Menurut Waluyo (2000 : 89),

*...faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan pemidanaan
adalah dua hal pokok yaitu halhal yang meringankan dan
memberatkan. Fakior-faktor yang meringankan antara lain,
terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui
perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan misalnya memberi
keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya,
meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya” .

Pertimbangan hakim seperti ini tercantum dalam pasal 27 ayat (2)
Undang-undang No. 14 Tahun 1970, yang menyebutkan bahwa dalam
mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan
pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

Pertimbangan selanjutnya, bahwa berdasarkan keterangan saksi-
saksi dan pengakuan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang
diajukan di persidangan yang diakui oleh terdakwa, maka menurut hukum
dan keyakinan pengadilan berpendapat, bahwa dakwaan kepada
terdakwa telah dapat dibuktikan dan terdakwa bersalah melakukan
kejahatan : perjudian (domino) tanpa ijin yang berwajib. Dalam hal ini
terlihat suatu bentuk kekacauan hukum di Indonesia. Di dalam pasal 303
bis ayat 2 KUHP, kemudian diperbandingkan dengan pertimbangan hakim
yang menyebutkan bahwa “...terdakwa bersalah melakukan kejahatan
perjudian (domino) tanpa ijin yang berwaijib...". Sudah jelas-jelas ada
Undang-undang No.7 Tahun 1874 yang melarang adanya perjudian, dan
menyatakan bahwa perjudian adalah suatau kejahatan atau tindak pidana.
Akan tetapi bila “yang berwajib memberi ijin" berarti perjudian itu dianggap
sebagai sesuatu yang legal. Bisa jadi suatu saat apabila ada seseorang
yang mengajukan ijin kepada “yang berwajib® untuk mengadakan
perjudian, dan nantinya disetujui, maka bisa jadi suatu saat perjudian
bukan lagi suatu kejahatan atau tindak pidana tapi suatu kegiatan biasa
yang legal sifatnya. Dan berakibat pada pelaksanaan hukum positif di
Indonesia. Dimana undang-undang yang ada saling bertentangan dan
tumpang tindih satu dengan yang lain. Yang berakhir dengan tidak adanya
kepastian hukum bagi masyarakat.
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3.2 Kewenangan Jaksa Untuk Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Dalam Acara Pemeriksaan TIPIRING

Dalam bab sebelumnya telah disebutkan mengenai tugas dan
kewenangan jaksa dalam kaitannya dengan perkara pidana. Ini kemudian
dihubungkan lagi dengan tugas dan kewenangan penyidik, serta bentuk-
bentuk acara pemeriksaan perkara pidana. Dalam hal ini yang dimaksud
adalah pemeriksaan untuk perkara perjudian. Dalam Undang-undang No.
S tahun 1991 tentang Kejaksaan telah dijelaskan tentang tugas dan
wewenang kejaksaan. Begitu pula dalam KUHAP pasal 1 ayat (6a), (6b),
(7), (12), dan pasal 13 disebutkan siapa jaksa itu dan apa tugasnya. Akan
tetapi di dalam KUHAP juga ada sedikit penyimpangan. Dalam pasal 205
ayat (2) disebutkan, bahwa *dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 hari sejak
berita acara pemeriksaan selesal dibuat, menghadapkan terdakwa
beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang pengadilan”.

Ini bisa dikatakan sebagal suatu bentuk penyimpangan ataupun
pengecualian. Terhadap tugas dari penyidik maupun tugas dari jaksa
sebagai penuntut umum. Dalam pasal 1 ayat (1), dan pasal 8, pasal 109
dan pasal 110 KUHAP disebutkan siapa penyidik itu dan apa tugasnya
terhadap jaksa penuntut umum, yakni berkenaan dengan pelaporan atau
pemberitahuan dimulainya penyidikan sampai pada pembuatan berkas
pemeriksaan perkara. Akan tetapi dengan adanya pasal 205 KUHAP ini
temyata penyidik, yakni Pamapta Polres Sragen tidak memahami suatu
perkara dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana
meslinya. Karena pasal yang dilanggar adalah pasal 303 bis KUHP yang
ancaman pidananya 4 tahun penjara dan denda sepuluh juta rupiah, akan
tetapi yang digunakan adalah acara pemeriksaan Tipiring, yang diatur
dalam pasal 205 KUHAP. Yang diantara keduanya saling bertentangan.
Dimana dalam pasal tersebut, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan
tindak pidana ringan adalah kasus-kasus dengan ancaman pidana penjara
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atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya
tujuh ribu lima ratus rupiah. Sedangkan dalam pasal 303 bis ancaman
pidananya adalah penjara maksimal selama 4 tahun dan denda maksimal
sepuluh juta rupiah.,

Pada proses pengajuan kasasi, jaksa berwenang penuh untuk
mengajukan upaya hukum biasa ini.

Dalam pasal 244 KUHAP disebutkan bahwa

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat
terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung,
terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan
pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. kecuali terhadap
putusan bebas".

Kemudian dilihat lagi ketentuan pada pasal 205 ayat (2) KUHAP yang
menyebutkan bahwa,

“...penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak
berita acara pemeriksaan selesai dibuat, mengahadapkan terdakwa
beserta acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan
terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke
sidang pengadilan®.
Meskipun tugas-tugas jaksa sebagai penuntut umum secara tidak
langsung dipermudah dengan adanya pasal 205 KUHAP ini. Akan tetapi
hal ini tidak menghilangkan kewenangan jaksa untuk melakukan upaya
hukum kasasi.
Menurut Linoh (1981:11),

"yang dimaksudkan dengan “atas kuasa®™ penuntut umum kepada
penyidik adalah dalam Acara Pemeriksaan Cepat adalah meliputi
masalah-masalah pemanggilan dan menghadapkan terdakwa,
barang bukti, saksi, dan sebagainya ke sidang pengadilan, bukan
untuk sampai ke tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dalam pasal 226 KUHAP ayat (2) disebutkan,
*Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut
umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat
hukumnya diberikan atas permintaan.”
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Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa, meskipun jaksa
penuntut umum tidak terlibat langsung dalam acara pemeriksaan cepat
atau acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Akan tetapi jaksa bisa
mengetahui apa yang terjadi di pengadilan dari salinan surat putusan
pengadilan yang diberikan kepadanya. Setelah salinan putusan itu
diterima, maka jaksa bisa menganalisa apakah memang putusan
Pengadilan Negeri Sragen tersebut bisa diterima atau tidak.

Apabila memang dalam putusan pemidanaan perkara perjudian
tersebut, ada sesuatu hal yang janggal. Maka jaksa berwenang penuh
untuk mengajukan upaya hukum kasasi, Karena dalam perkara perjudian
ini ada aturan hukum yang dilanggar. Karena perkara perjudian
seharusnya diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa bukan dengan
acara pemeriksaan cepat atau acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Jika suatu putusan sudah dapat diterima oleh terdakwa atau
penuntut umum maka putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum
yang tetap (inkracht van gewijzde zaak), dan sudah bisa untuk dieksekusi.
Akan tetapi apabila ada salah satu pihak yang tidak menerima, baik itu
terdakwa atau penuntut umum, mengakibatkan putusan itu belum memiliki
kekuatan hukum yang tetap. Dan belum bisa untuk dieksekusi. Apabila
dalam putusan suatu perkara masih diajukan suatu upaya hukum baik ity
banding atau kasasi, maka putusan pengadilan tersebut belum memiliki
kekuatan hukum yang tetap.

Menurut Harahap ( 2000 : 360)

* Ditinjau dari segi yuridis, penerimaan terdakwa atas putusan
hukuman pidana yang dijatuhkan, dengan sendirinya putusan itu
“berkekuatan hukum tetap”, dan ‘langsung dapat dieksekusi”,
kecuali penuntut umum tidak dapat menerimanya serta mengajukan
permintaan banding atas putusan. Memang penerimaan terdakwa
atas putusan, sama sekali "tidak menghapuskan hak * penuntut
umum menolak putusan serta mengajukan permintaan banding
atasnya. Jika terdakwa menerima putusan, tetapi jaksa menolak
dan mengajukan permohonan banding, mengakibatkan putusan
belum lagi berkekuatan hukum tetap. Dengan sendirinya putusan
belum dapat dieksekusi. Demikian pula sebaliknya”.
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Disebutkan lagi dalam pasal 1 angka 6 KUHAP bahwa,

a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-
undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum seria
melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Dalam pasal tersebut bisa, diketahui bahwa tugas jaksa adalah sebagai
aparat penuntut umum dan sebagai aparat pelaksana putusan pengadilan
yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sementara itu putusan Pengadilan Negeri Sragen itu sendiri masih
belum berkekuatan hukum tetap, dan masih belum bisa untuk dieksekusi.
Karena masih ada upaya hukum kasasi yang diiajukan cleh penuntut
umum.

Dalam penjelasan pasal 324 HIR disebutkan bahwa,

“keputusan itu telah menjadi tetap, artinya segera setelah terhadap
keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain
atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu, seperti
perlawanan, naik banding atau kasasi, Selama perkara itu masih
dapat dibanding, atau dimintakan kasasi, maka selama itu
keputusan tidak dapat dijalankan, belum menjadi tetap”.

Pada hakekatnya apabila, dalam suatu perkara masih ada upaya hukum
banding atau kasasi, maka sebenarnya proses persidangan perkara
tersebut belum sepenuhnya selesai. Dan bisa dikatakan bahwa
sebenarnya secara implisit terdakwa masih diperiksa atau diadili atau
dengan kata lain dihadapkan di pengadilan tinggi ataupun Mahkamah
Agung apabila dihubungkan dengan perkara perjudian ini.

Karena yang digunakan adalah acara TIPIRING, ternyata dalam
kasus perjudian ini penyidik mengabaikan pasal-pasal lain dalam KUHAP
yang mengatur tugasnya terhadap jaksa. Seperti pelaporan atau
pemberitahuan dimulainya penyidikan, pembuatan berita acara
pemeriksaan, dan penyerahan berkas untuk diperiksa jaksa sebagai
penuntut umum. Padahal dari berkas yang diserahkan oleh penyidik
tersebut, untuk selanjutnya jaksa penuntut umum yang berwenang untuk
melimpahkan perkara, atau hasil pemeriksaan ke pengadilan, sebagai
aparat penuntut umum. Karena dengan adanya aturan dalam pasal 205


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

47

ayat (2) KUHAP, maka secara langsung penyidik atau Pamapta Polres
Sragen ‘“menjelma® menjadi penuntut umum. Ini dibuktikan dengan
diadilinya perkara perjudian tersebut sampai dijatubkannya putusan
pemidanaan oleh Pengadilan Negeri Sragen.

Karena perkara perjudian ini oleh penyidik atau Pamapta Poires
Sragen, diasumsikan sebagai tindak pidana ringan yang diperiksa
dengan acara pemeriksaan cepat. Dan bukan dengan acara pemeriksaan
biasa.

Menurut Harahap (2000 : 403),

“Pelimpahan atas kuasa penuntut umum kepada penvyidik dalam
acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah ‘demi hukum®.
Berdasar penegasan penjelasan pasal 205 ayat (2), yang dimaksud
‘atas kuasa" dari penuntut umum kepada penyidik adalah “demi
hukum®.

Ini dikarenakan pelimpahan wewenang tersebut berdasarkan ketentuan
undang-undang. Sehingga penyidik dalam hal ini bertindak atas “kuasa
undang-undang®, dan tidak memerlukan surat kuasa lagi dari penuntut
umum. Tetapi hal tersebut tidak berarti menghilangkan hak jaksa untuk
menghadiri pemeriksaan di persidangan. Dan tidak menghilangkan
wewenang jaksa untuk mengajukan upaya hukum kasasi.

Karena hakim sendiri ternyata kurang jeli dalam memeriksa perkara
perjudian ini. Dengan alasan salah satu pertimbangan majelis hakim
bahwa, “perkara tersebut diajukan secara Tipiring dan Pengadilan tidak
boleh menolak perkara”. Maka hasilnya seperti putusan Pengadilan
Negeri Sragen No.35/Pid. R/1996/PN.Srg., berupa pemidanaan.

Dan hakim sendii menganggap tindak pidana perjudian
sebagaimana didakwakan oleh penyidik sebagai aparat penuntut umum,
sebagai sebuah tindak pidana ringan dan diperiksa dengan acara
pemerikeaan cepat. Maka hukuman atau sangsi pidananya adalah,
hukuman pidana penjara percobaan selama 2 minggu dan dibebani
membayar biaya perkara sebesar Rp 500, 00. Yang disesuaikan dengan
aturan pada pasal 205 KUHAP yang menentukan pidana untuk tindak


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

pidana ringan adalah *hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda
Rp 7.500,00". Padahal seharusnya memakai aturan dalam pasal 303 bis
atau Undang-undang No. 7 tahun 1874 tentang Pemberantasan
Perjudian, yang pidananya penjara maksimal 4 tahun dan denda
maksimal sepuluh juta rupiah.

Dalam kasus ini ternyata *penuntut umum® tidak puas atas putusan
dari majelis hakim. Kemudian jaksa penuntut umum mengajukan upaya
hukum kasasi. Upaya hukum yang dilakukan adalah kasasi dan bukan
banding.Karena sifat putusan dari perkara yang diperiksa dengan acara
pemeriksaan tindak pidana ringan, seperti disebutkan dalam pasal 205
ayat (3) bahwa, "pengadilan mengadili dengan hakim tungga! pada tingkat
pertama dan terakhir”.

Menurut Harahap (2000 : 408),

1. Putusan Pengadilan Negeri bersifat *putusan tingkat terakhir®.
Pengadilan Negeri dalam memutus perkara dengan acara tindak
pidana ringan sekaligus bertindak sebagai peradilan tingkat
banding.

2. Oleh Karena putusan itu tidak dapat diajukan permintaan
banding. Kebenaran putusan tersebut tidak dapat diuji oleh
peradilan tingkat banding. Jika terdakwa atau penuntut umum
keberatan atas putusan, maka upaya hukum yang dapat
ditempuh adalah mengajukan permintaan kasasi.

Kasasi sendirl adalah merupakan upaya hukum biasa. Dan diatur dalam
pasal 244 KUHAP.Yang berhak untuk mengajukan upaya hukum kasasi
adalah ;

- terdakwa dan

- atau penuntut umum

Dalam perkara perjudian ini, jaksa penuntut umum tidak puas terhadap
putusan Pengadilan Negeri. Alasan kasasi dari penuntut umum ini diatur
secara khusus dalam pasal 253 KUHAP yakni ;

Putusan Hakim Pengadilan mengandung keksliruan atau kesalahan

mengenai :

8. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan
sebagaimana mestinya.
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b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut
ketentuan undang undang.

¢. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Dalam risalah kasasi kasus perjudian tersebut. Jaksa penuntut
umum menyampaikan keberatannya. Karena judex factie dianggap telah
salah menerapkan hukum. Mengenai acara pemeriksaan dipersidangan
yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP tentang
acara pemeriksaan TIPIRING. Dengan tindak pidana yang didakwakan
atau pasal yang dilanggar yakni pasal 303 bis KUHP tentang perjudian.

Pada putusan Mahkamah Agung Rl pada tingkat kasasi, temyata
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dari penuntut umum yang
tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri Sragen. Seperti tercantum
dalam putusan Mahkamah Agung RI No.878 K/Pid/1996 sebagai berikut ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 25 April
1996 Nomor : 35/Pid.R/1996/PN.Srg
MENGADILI SENDIRI

Memerintahkan agar berkas perkara dikembalikan kepada Polres
Sragen guna penyidikan lebih fanjut dan melimpahkan perkara
tersebut kepada Pengadilan Negeri melalui Kejaksaan / Penuntut
Umum ,

Menghukum Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk

membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat kasasi,

dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 dua
ribu lima ratus rupiah)

Pada kasus perjudian ini, karena dianggap sebagal Tindak Pidana
Ringan, penyidik bertindak "atas kuasa® penuntut umum seperti dalam
pasal 205 (2) KUHAP. Dan dalam faktanya memang perkara tersebut
diajukan secara Tipiring. Seperli tertulis dalam pertimbangan putusan
Pengadilan Negeri Sragen No. 35/Pid.R/1996/PN.Srg yang menyebutkan
bahwa, “...bahwa perkara tersebut diajukan secara Tipiring...".
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Sedangkan pada proses kasasi dalam perkara ini ternyata yang bertindak
sebagai penuntut umum adalah jaksa sendiri.

Dalam Tipiring memang tugas jaksa sedikit diperingan dengan
adanya aturan pada pasal 205 (2) KUHAP, Akan tetapi sebenarnya pada
perkara perjudian ini terlihat bahwasannya penyidik tidak melaksanakan
tlugas sebagaimana mestinya. Karena pada saat penyidikan, penyidik
langsung mengganggap tindak pidana perjudian sebagaimana
dimaksud dalam pasal 303 bis KUHP sebagai suatu tindak pidana
ringan. Oleh sebab itu tidek dibuat surat dakwaan, seperti juga dalam
acara pemeriksaan singkat. Akan tetapi hanya berupa catatan dan berkas
berita acara pemeriksaan saja yang dilimpahkan ke pengadilan. Karena
penyidik “oleh undang-undang” diberi kuasa sebagai penuntut umum,
seperti tertulis dalam pasal 205 (2) KUHAP. Maka aturan-aturan dalam
pasal 8 ayat (2), (3),pasal 109, pasal 110 KUHAP dianggap sudah
dilakukan. Tanpa keterlibatan Jaksa sebagai aparat penuntut umum yang
sebenarnya.

Karena apabila jaksa tersebut menerima laporan dari penyidik,
maka bisa dipastikan kekeliruan penerapan KUHAP ini tidak akan terjadi.
Bagaimanapun juga jaksa adalah dominus litis (pemillk perkara, tuntutan).
Apabila terjadi kekeliruan atau kekurangan pada proses penyidikan maka
penuntut umum akan melakukan pra penuntutan atau dengan kata lain
memberi petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan
penyidikan. Sesuai dengan pasal 14 (b) KUHAP.
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3.3 Kajian

Dalam kehidupan di masyarakat kita saat ini perjudian sudah
dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Bahkan sudah dianggap sebagai
suatu budaya. Padahal dalam norma agama maupun hukum jelas sekali
menerangkan bahwa perjudian itu dilarang. Di dunia hukum dikenal suatu
adagium yang berbunyi, *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege
poenale”. Yang secara harfiah dimaknakan sebagai “tiada pidana tanpa
peraturan lebih dulu® (Moeljatno, 1985:23). Ini berarti bahwa bilamana
sudah ada undang-undang ataupun peraturan yang melarang adanya
suatu perbuatan atau tindakan, akan tetapi ada seseorang yang masih
melakukannya berarti orang tersebut dapat dijatuhi pidana.

Perjudian sendiri sebenarnya sudah diatur dalam KUHP. Pada
pasal 303 dan 303 bis. Pasal 303 bis sendiri sebenamya berasal dari UU
No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Yang menghapus
ketentuan pada pasal 542 KUHP dan menggantikannya dengan pasal 303
bis. Dalam pasal 1 Undang-undang No.7 Tahun 1974 disebutkan bahwa
“perjudian adalah sebuah kejahatan®. Ini artinya bahwa undang-undang
sudah jelas menyebutkan bahwa perjudian adalah sebagai perbuatan
yang dilarang atau termasuk sebagai tindak pidana. Berarti siapapun yang
melakukan atau menyelenggarakan perjudian bisa dipidana menurut
aturan ini. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah berusaha keras untuk
mencegah dan memberantas perjudian ini. Bahkan pernah dikeluarkan
Keppres Nomor 133 Tahun 1965, yang menyatakan bahwa permainan
judi buntut dikualifisir sebagai tindak pidana subversi. Akan tetapi karena
perjudian sudah terlaiu mengakar di masyarakat, maka pemerintah sulit
sekall untuk memberantasnya.

Sebenarnya dari putusan hakim Pengadilan Negeri Sragen tersebut
ada hal-hal yang menurut penulis layak untuk dicermati, Agar tercapai
suatu keseimbangan dan kepastian dalam pelaksanaan hukum. Dalam
pandangan penulis judex factie telah membuat suatu keputusan yang
amat merugikan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Menurut
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penulis hal-hal yang menarik untuk dipelajari dalam pertimbangan tersebut
antara lain,

Dalam beberapa pertimbangan, seperti bahwa terdakwa dan
kawan-kawannya telah melakukan judi (domino) secara kecilkecilan
melanggar pasal 303 bis KUHP. Dan bahwa permainan domino sambil
menunggu penumpang tersebut telah membudaya di sembarang tempat
fterminal/l pemberhentian bus, sehingga dapat dikatagorikan sebagai
permainan judi kecil-kecilan yang sifatnya hanya sementara waktu, Dalam
hal ini bila telah dapat dipahami bahwa suatu perbuatan secara hukum
dilarang, dengan adanya undang-undang yang mengaturnya. Seharusnya
semua itu harus ditaati oleh siapapun juga. Bahkan norma agamapun
melarang segala bentuk perjudian. Ini berarti dalam penegakan hukum
positif, semua yang ada dalam undang-undang harus dilakukan tanpa
terkecuali. Dan siapapun yang melanggarnya, harus mendapat sangsi.

Kemudian dalam pertimbangan selanjutnya, yang menyebutkan
bahwa, tersebut diajukan secara Tipiring dan Pengadilan tidak boleh
menolak perkara. Dalam hal ini ada sesuatu yang menarik dimana suatu
kasus perjudian diajukan oleh penuntut umum sebagai suatu tindak
pidana ringan. Dalam pasal 205 KUHAP dijelaskan bahwa yang bisa
diperiksa atau diajukan ke pengadilan dengan menggunakan prosedur
acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam
dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda
sebanyak-banyaknya Rp 7.500,00. Sedangkan Undang-undang No.7
Tahun 1974 dan pasal 303 bis KUHP, menyatakan bahwa *Semua tindak
pidana perjudian sebagai kejahatan",

Yang dilanjutkan dalam pasal 2 (1) yang berbunyi,

‘Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1), Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-
lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya
sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-
lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh
lima juta rupiah”.
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Menurut penulis, yang seharusnya diperhatikan adalah ancaman
pidananya, Seperti telah disebutkan dalam KUHP dan KUHAP. Dalam
KUHAP, sebagai pedoman pemberlakuan hukum formil, sudah disebutkan
mengenai kriteria perkara-perkara apa sajakah yang dapat diperiksa
dengan acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat dan acara
pemeriksaan cepat. Bahkan hal tersebut ditegaskan kembali, walaupun
secara sepintas dalam Rakemas Mahkamah Agung Tahun 1986,
diberikan penjelasan sebagai berikut,

“Berpegang sajalah pada pasal 205 ayat 1 KUHAP. Yang dijadikan

kriteria dalam pasal tersebut adalah ancaman pidananya dan

bukan jenis tindak pidananya (kejahatan atau pelanggaran)”,

(Hamid dan Husein, 1892:90).

Maksudnya ini untuk mempermudah, bagi penyidik atau penuntut umum
untuk menentukan bentuk acara pemeriksaan yang digunakan. Apabila
sedang menangani suatu perkara, Dengan begitu akan mempermudah
hakim dalam memutuskan suatu perkara. Karena hakim sebagai judex
factie telah dibantu dengan proses acara pemeriksaan yang dilakukan
oleh penyidik atau penuntut umum.

Akan tetapi karena kekeliruan penerapan acara pemeriksaan ini,
ternyata berakibat fatal. Karena temnyata hakim Pengadilan Negeri Sragen
yang memutuskan perkara perjudian ini, kurang jeli dalam menganalisa
suatu perkara. Karena dalam perkara perjudian ini ternyata memberikan
putusan berupa pemidanaan yang didasarkan atas acara pemeriksaan
yang dilakukan “penuntut umum”, yakni Pamapta Polres Sragen. Menurut
penulis dasar-dasar dalam pengajuan dakwean ke muka pengadilan
ternyata tidak dipahami secara baik oleh penyidik akibatnya, penyidik
bertindak sewenang-wenang dengan langsung mengasumsikan bahwa
perjudian adalah sebuah perkara yang layak untuk diperiksa dengan
acara pemeriksaan cepat atau acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
Padahal bila dipahami lebih lanjut, mengenai KUHAP, seharusnya
Pamapta Polires Sragen, menganalisa lebih dahulu suatu kasus, kemudian
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melihat pada pasal-pasal dalam perundang-undangan yang dilanggar,
baik itu KUHP ataupun undang-undang yang lain, kemudian melihat pada
sangsi pidananya. Dengan begitu akan dapat diketahui perbuatan pidana
yang dilakukan tersebut, masuk dalam kualifikasi acara pemeriksaan
biasa, singkat atau cepat Agar perkara tersebut tidak sampai berlarut-
larut,

Dalam kasus perjudian ini ternyata penuntut umum sampai

mengajukan kasasi. Memang seperti disebutkan dalam SEMA Nomor 03
Tahun 1974, bahwa putusan-putusan pengadilan negeriftinggi kadang-
kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh
undang-undang (pasal 23 ayat 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1970),
tidak atau kurang adanya pertimbangan / alasan-alasan, ataupun alasan-
alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu
sama lain, dapat menimbulkan kelalaian dalam acara (vormverzuim) oleh
karena itu dapat menimbulkan batainya putusan PN/PT oleh Mahkamah
Agung dalam putusan kasasi “. (Hamid dan Husein, 1882:278).
Akan tetapi menurut penulis, alasan-alasan, atau pertimbangan hakim
yang disebutkan dalam putusannya, sama sekali tidak logis. Dalam hal ini
menunjukkan betapa lemahnya hakim mengenai penguasaan hukum dan
hubungannya dengan perundang-undangan. Padahal sudah disebutkan
dalam pasal 23 (1) UU No.14 Tahun 1979 Tentang Kekuasaan
Kehakiman bahwa,

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan
dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal
tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber
hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili *

Selain itu dalam pasal 27 (1) UU No.14 Tahun 1979 tersebut
ditegaskan lagi bahwa, “Hakim sebagal penegak hukum dan keadilan
wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup
dalam masyarakat’. Dan termyata hal ini belum sepenuhnya oleh Hakim
Pengadilan Negeri Sragen.
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Bahkan asas peradilan cepat. sederhana dan biaya ringan tidak
tercapai dalam perkara perjudian ini. Sebenamya dilihat dar segi
materinya, perkara ini termasuk perkara yang mudah pembuktiannya,
karena terdakwa mengakui perbuatannya dan omzet perjudian di pinggir
jalan ini juga tidak terlalu besar, “hanya” Rp 2.500,00. Karena mudah
pembuktiannya, sebenarnya bisa menjadi suatu acuan bahwa perkara ini
bisa diselesaikan dengan cepat sederhana dan biaya ringan. Kalaupun
harus masuk ke tingkat kasasi ke Mahkamah Agung harus dengan alasan
yang memang logis dan khusus sifatnya. Akan tetapi karena pertama kali
kekeliruan dilakukan oleh Pamapta Polres Sragen, dan karena ketidak
jelian judex factie Pengadilan Negeri Sragen dalam memeriksa dan
memutuskan suatu perkara, akibatnya perkara tersebut sampai diajukan
kasasi ke Mahkamah Agung.

Karena oleh Mahkamah Agung perkara tersebut dikembalikan ke
penyidik, Pamapta Polres Sragen untuk penyidikan lebih lanjut, untuk
diajukan lagi ke Pengadilan Negeri Sragen lewat Kejaksaan atau melalui
jaksa sebagai penuntut umum. Dan menurut penulis, dalam perkara
perjudian ini tidak melekat asas Nebis In /dem . Dalam putusan
Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sragen
ini diartikan bahwa putusan, tersebut dianggap tidak pernah ada (never
existed) sejak awal, Karena putusan itu dianggap tidak pemah ada maka
putusan tersebut tidak memiliki akibat hukum dan tidak memiliki daya
eksekusi. Dan harus dipahami bahwa dalam perkara perjudian ini, yang
diputus untuk diperiksa ulang di Pengadilan Negeri Sragen, tidak melekat
asas Nebis In Idem. Seperti diatur dalam pasal 76 KUHP. Yang pada
intinya menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua
kalinya, untuk perbuatan yang untuknya telah dijatuhi keputusan hakim
yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijzde
zaak).


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Dalam hal ini maksudnya adalah, terdakwa, dianggap belum
pemah diadili dalam perkara perjudian. Akan tetapi tidak berarti
menghapus atau membatalkan berita acara pemeriksaan.

Menurut Harahap (2000:365),

"kalau berita acara pemeriksaan tetap sah, dengan sendirinya

dakwaan yang mendasari pemeriksaanpun tetap sah’

Alasannya adalah karena yang dibatalkan adalah putusannya, bukan
seluruh peristiwa dalam proses peradilan tersebut. Bila dilakukan
perbaikan, dengan pengembalian perkara ke Pengadilan Negeri Sragen,
bukan berarti mengadili terdakwa untuk kedua kali dalam peristiwa pidana
atau kasus yang sama. Karena pada hakekatnya terdakwa dianggap
belum pernah diadili. Atau belum pernah dijatuhi putusan pidana atas
perbuatan pidana perjudian yang dilakukannya. Syarat suatu peristiwa
dinyatakan Nebis In I[dem adalah apabila perkara tersebut sudah
diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah berkekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijzde zaak). Tapi perkara ini sama sekali
belum memiliki kekuatan hukum yang tetap karena masih dapat dilakukan
upaya hukum banding atau kasasi. Jadi tidak ada masalah apabila
perkara tersebut diajukan lagi ke Pengadilan Negeri Sragen.

Sedangkan wuntuk permasalahan yang kedua, mengenai
kewenangan jaksa dalam pengajuan kasasi. Penulis berpendapat
meskipun upaya hukum kasasi perkara perjudian ini diajukan dalam
kerangka acara pemeriksaan tindak pidana ringan, maka jaksa adalah
aparat yang sebenarnya berwenang untuk mengajukan kasasi terhadap
perkara perjudian ini ke Mahkamah Agung. Karena pada pasal 244
KUHAFP disebutkan bahwa, yang berhak mengajukan kasasi adalah
terdakwa dan atau penuntut umum. Karena menurut pasal 1 angka 6 (a)
dan 6 (b), penuntut umum yang dimaksud adalah jaksa.
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Menurut, Hamzah (1994:86),

“Penuntut Umum itu adalah penentu tentang delik apa saja yang

didakwakan kepada terdakwa. {a disebul sebagai dominus lifis

(pemilik perkara atau tuntutan)”

Ini berarti memberikan kekuasaan penuh kepada penuntut umum untuk
mengajukan dakwaan atau penuntutan. Akan tetapi karena ada pasal 205
KUHAP tentang acara pemeriksaan cepat atau acara pemeriksaan
Tipiring akhimya penyidik, Pamapta Polres Sragen, “menjeima” sebagai
seorang penuntut umum. Menurut penulis dominus litis dalam perkara
perjudian ini, walaupun diperiksa menurut acara Tipiring, yang diatur
dalam pasal 205 KUHAP, adalah tetap pada jaksa. Maskipun pada pasal
205 KUHAP ini penyidik menggantikan tugas jaksa dalam proses
penuntutan, akan tetapi tidak menghilangkan tugas dan kewenangan
jaksa, utamanya dalam pengajuan upaya hukum kasasi. Menurut penulis
ketidak konsistenan hukum di Indonesia terlihat dalam kasus ini, akibat
adanya ‘kuasa’ undang-undang terhadap penyidik seperti disebutkan
dalam pasal 205 (2) KUHAP. Karena akan menambah simpang siurnya
tugas dan wewenang antara jaksa dan penyidik.

Undang-undang sendiri telah menentukan tugas dan kewenangan
jaksa. Akan tetapi oleh undang-undang pula ada penyimpangan terhadap
tugas jaksa sebagai penuntut umum. Dan sekaligus tugas penyidik.
Menurut penulis, tugas dan kewenangan jaksa itu sudah jelas sekali,
sebagaimana tugas dan wewenang penyidik, maka seharusnya ketidak
konsistenan dalam masalah kewenangan penuntutan ini tidak periu
terjadi. Begitu juga tentang masalah pemberitahuan dimulainya penyidikan
atau pembuatan berkas acara oleh penyidik hal tersebut perlu diperjelas
lagi, karena berkaitan dengan bentuk acara pemeriksaan yang dilakukan.
Apakah itu acara pemeriksaan blasa, acara pemeriksaan singkal, atau
acara pemeriksaan tindak pidana ringan
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Proses peradilan yang sebenamya sudah panjang tidak periu lagi
di perpanjang dengan peraturan perundangan yang simpang siur.
Ditambah lagi dengan aparat penegak hukum vang tidak jeli dalam
pelaksanaan tugasnya. Apabila bisa suatu perkara bisa diselesaikan di
Pengadilan Negeri, mengapa suatu kasus perjudian yang sebenamya
sederhana saja harus sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Apalagi material, atau barang bukti perjudian ini “hanya” Rp 2.900,00 dan
satu set kartu domino. Kekeliruan penggunaan acara pemeriksaan
mengakibatkan jatuhnya putusan yang berbeda dengan pasal-pasal yang
dilanggar, dalam hal ini pasal 303 bis KUHP.,
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4.1

—_— . S
! Ko UPT Parpustats:

IV. KESIMPULAN DAN $ARAN" PUTAC |

Sl

Kesimpuian
Berdasarkan pembahasan masalah diatas, dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut :

1.

Dasar-dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam kasus
perjudian, antara lain adalah dengan terbuktinya terdakwa melanggar
unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 303 bis tentang perjudian.
Dimana pasal 303 bis ini adalah merupakan turunan dari UU No. 7
tahun 1974 tentang Pemberantasan Perjudian. Akan tetapi dalam
pelaksanaan proses peradilan ada suatu permasalahan dimana
penyidik melakukan kekeliruan dalam memakai bentuk acara
pemeriksaan. Yang seharusnya menggunakan Acara Pemeriksaan
Biasa, akan tetapi ternyata menggunakan Acara Pemeriksaan Tindak
Pidana Ringan. Kemudian pertimbangan hakim sendiri dalam
kenyataannya mengacu kepada bentuk acara pemeriksaan yang
dilakukan oleh penyidik. Akibatnya putusan yang dihasilkan oleh
majelis hakim, masih belum mencerminkan adanya keseimbangan
atau kepastian hukum

Di dalam KUHAP ada pemisahan secara jelas tentang tugas, tanggung
jawab serta kewenangan jaksa dan penyidik. Akan tetapi karena ada
sedikit penyimpangan dalam pasal 205 (2) KUHAP, yang “merubah
atau menjadikan” penyidik sebagai penuntut umum. Dalam kasus
perjudian ini penyidik telah menggunakan aturan pada pasal 205
KUHAP sebagai dasar pijakan untuk bertindak. Sesuai dengan
KUHAP, acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara
Pemeriksaan Cepat atau Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.
Karena sifatnya yang khusus, maka penyidik ‘menjelma’ sabagai
penuntut umum. Untuk pelaksanaan upaya hukum kasasi di
Mahkamah Agung yang seharusnya bertindak sebagai penuntut umum
adalah jaksa dan bukan penyidik, dalam hal ini adalah Pamapta
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Kepolisian Resort Sragen. Walaupun penyidik telah menggantikan
jaksa dalam proses penuntutan atau menghadapkan terdakwa ke
Pengadilan Negeri Sragen. Dan walaupun kasasi yang diajukan ke
Mahkamah Agung, pada dasamya merupakan rangkaian, dari
kerangka acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

4.2 Saran
Berkaitan dengan pembahasan dan kesimpulan mengenai perkara
perjudian diatas, penulis mengajukan saran sebagai berikut -

1. Dalam penjatuhan putusan pidana hendaknya hakim, memperhatikan
alat-alat bukti yang sah, serta memiliki keyakinan bahwa terdakwalah
yang bersalah melakukannya (pasal 183 KUHAP). Serta
memperhatikan pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang ada
atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk
mengadili (pasal 23, Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Tentang
Kekuasaan Kehakiman). Agar nantinya tidak terjadi kekeliruan dalam
penjatuhan suatu putusan.

2. Bila suatu kasus sudah masuk di tingkat penyidikan di kepolisian,
harusnya penyidik lebih teliti atau jeli dalam menggunakan acara
pemeriksaan. Kemudian tugas-tugas penyidik seperti diatur dalam
pasal 8, pasal 109, dan pasal 110 KUHAP tentang pembuatan berkas
acara pemeriksaan, pelaporan dimulainya penyidikan kepada jaksa dan
penyerahan berkas perkara kepada jaksa setelah selesainya
penyidikan, harus benar-benar dilaksanakan oleh penyidik. Agar bila
terjadl kekurangan bisa segera disempurnakan oleh jaksa sebagai
aparal penuntut umum. Karena darl acara pemeriksaan yang
digunakan bisa berpengaruh juga terhadap putusan majelis hakim di
pengadilan. Dan juga berpengaruh terhadap kelanjutan suatu perkara
apabila perkara tersebut sampai pada tingkat kasasi,
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